
PEMTURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2OO9

TENTATIG

PEN]ABARAN] PERTAI{GGUNG'AWABAN PELAKSANMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO7

Menimbang i ?.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATEM UTAM,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4... Tahun 2009 tentang Pertanggunrgjawaban

Felalrsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
Sumat'era Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut dar"i Peftanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah Tahun AngEaran 2907;

bahwa berdasarkan pertinnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200V;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambaltran

Lembaran Negara Republik Indonesiar Nomor 1103) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2t Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Mengingat :1.
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2. tlndang'Undang t{omor 12 Tahun 1985 tenbng Pajbk Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tbhun
1985 l,lomor 58' Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) se@dmana tehh diubah dengan
t ndang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (l€mbaran NeEara Republlk Indonesia Tblitun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 3509);

3' Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah (t€mbaran Negara Republtk
Indonesia Tahum 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repuuik Indonesla tlomor 3585) sebagaimana blah
diubah dengan Undang-Undang t'lomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Rerublik Indone$a Nomor zl048);

4. undang-Undang Nomoi 21 Tahun lg97 tentar€ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor .14, Tambahan tembaran Negara ReFlublik Indonesia Nomor 3688);

5. t ndangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dart Korupst, l(otusi dan
lGpotjsloe (Lembaran NegaG Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran l,,legEra RepuHik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan t{egara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
l,lomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repobllk Indonesia Nomor 4286);

7' Undang-Undang Nomtr 1 Tahun 2fi)4 tentang Peroendaharaan Negara (L€mbaran l,legara Republik Indonesia Tahun
2004 Nornor 5, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indone$a Nbmor 4355);

8. uftlang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Entang Pembentukan Perabiran Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik hdonesh Nomor 4389) ;

9. t ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Targgung Jawab tGuangan N€gara
(l.embaran NegEra Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 6O Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesla Nomor
440{J),
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10' Lhdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (tembaran t'lqEra Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4421).

11. Uhdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun
2004 Nornor 125, Tambahan LembaEn Negara Republik Indonesia Norno|1437) sebagaimana blah diubah beberapa
kali teralthir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran t'Ggara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NorFr,+8.t4);

12. Lhdang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinbh pusat dan pemerintahan

Daerah (Lembaran I'legara Republik hdonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
lbmor 4438);

13. Peraturan Pemerintah f,l,omor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan P€ngawasan atas perryelenggaraan pemerinbh
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonefa Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia
Nomor 4090);

14' Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nbmor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik nndonesia Nomor 4138);

15' Peraturan Per€rintah I'lomor 66 Tahun 2001 tentang ReHbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah l,lomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan tGuangan ptmdnan dan Anggota
Denan Perwakihn Ralqfat Daerah (Lembaran llegara Republlk Irdonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan tembann
NEgara Republik Indonesia NomoFl416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ll,omor 37 Tahun 2005
tenbng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqat Daerah (Lembaran llegara Republik Indonega Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran l,legara Republik Indonesia Nomor 4540);



4

17. Pembran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .+8, Tambahan Ledbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peratur Pemerintah tlomor 54 Tahun 2005 tenbng Pinjaman Dae€h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
m05 Nqnor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)i

19. PerahJran Pemerintah Nonor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran ltlegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomo. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)t

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentiang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repoblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesNa Nomor 4576]

21. Peraurrm Pemerintah Nofipr 57 Tahun 2005 tentrng Hibah (LembaEn Negara Republik Indon€sla Tbhun 2005 Nomor
139. Tambahan lembaran tlegara RepuHtk hdonesla Nornor 4577);

22. Peraturan PemerinEh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaram Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1,10, Tambahan t€mbaran Negara Republik hdonesia llomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Sbndar Pelayanan Minimal
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan tembaran t{egara Republik Indonesia l,lomor
4s8s);

24. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Klnerja Inshnsi Pemerintrh (l€mbaran
Negara Republlk Indone$a Tahun 2005 I'l,omor 25, Tambahan Lembaftn Negara Repubf,k Indonsia Nomor 4614);

25. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tenbrq Pedoman Pengdolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Perahrran Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Meiteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Entang Pedoman Pengdolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturdl Daerah Noror l Tahun 2007 bntarE ArEgal"n Penhpatan dan BdanF Daerah 131un ArEgaEn 2m7 Gembaran
Da€rah Provinsl Sumatera t tara Tahun 2007 NonEr 1);
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27' Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007 (LembaBn Daerah Propinsi Sumatera t tara Tahun 2007 Nomor A).

28. Peraturan Daerah Provinsl Sumatera t tara Nomor Tahun 2009 tenbng Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Bdanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera t tara Tahun 2009
Nomor )

Menetapkan PERATUMN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

BEI-AN]A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

RealisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan png Sah

Jumlah Pendapatan

2, Belanja :

a. Belanja TftJak Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Bunga
3). Belanja Subsidi
4). Belanja Hibah

5). Belanja Bantuan Soslal
6). Belanja Bagi Hasil
7). Belanja Bantuan Keuangan
8). Belanja Tidak Terduga

fumlah Belanja Tidak Langsung

MEMUTUSKAN :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Pasal 1

Rp. 1.693.846.304.223,09
Rp. 951.081.298,819,00
Rp. 30.860.387.822.00

Rp 2,685,7 87 .990,864109

Rp. 449.293.516.960,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 31.816.251.375,00
Rp, 145.597.06A.422,90
Rp. 532X.340.346.227,AA

Rp. 191.253.822.000,00
Rp. 7.448.006.612,100

Rp, 1.359.749.003,596100
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b. Belanja Langsung
1). tsehnJa Pegawai Rp. 125.151.341.144,00
2). Eelanja Barang dan Jtra Rp. 389.689.2,A.116,00
3). tselanja Modal Rp. 686.133.765.170.00

lumlah Belanja Langsung Rp. r,2qf ,9t43ss.rtrtolto
Iumlah B€hnta Rp. 2.550.723.359.026,00
Surplus/Deflrit Rp. 125.O5rt 531.838,09

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 289.362.661.009,90
b, Pengeluaran Ro, 20.168,2153.018,67

lumlah Pembiayaan etto Ro. 269,194.197.991,23
Si6a Lebih Pemblayaan AnggaEn Tahun Bcttenaan Rp. 394.25a,829,8:19,32

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran seb€gaimana dimaksud dalam Pasal l tercartum dalam Lampiran I yang merupakat
bagian yang tidak terpisahlkan dari Peraturan lnl.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebag6imana dirnaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran hporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam l"amrpiran Il yang merupakan

bagian yang tjdak terpisahlan dari Peraturan ini,



Pasal 6

Peraturan Gubernur hi mulal berlaku poda tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memednfahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini deman penempatannya
dalam Berita Daerah Pro/insi Surnabra utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanEgal 15 April 2009

GUBERHUR SUMATEFd UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN
Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 April 200p

BERITA DAEMH PROVINSI SUMATERA UTAM TAHUN 2OO9 NOMOR 12


